BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR © TAHUN 2014

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian Daerah perlu
adanva upava peningkatan penanaman modal dengan
memperhatikan tatanan sosial ekonomi  masyarakat,
karakteristik daerah, budaya, potensi sumber daya alam,
lingkungan hidup dan sumber daya manusia yang
dilakukan secara komprehensif dan terencana guna

peningkatan kesejahteraan rakyat;

b.bahwa geopolitik Kabupaten Kepulauan Sangihe vang
sangat strategis sebagai beranda depan utara dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang paling dekat posisinya
dengan Republik Filipina perlu memantapkan cksistensi
wilayah sekaligus dalam sinergitas pengelolaan Kawasan
perbatasan negara serta penegasan kedaulatan negara
melalui pengembangan bidang penanaman modal  di
Dacrah;
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bahwa untuk menggerakkan pemanfaatan potens
ekonomi daerah perlu mendorong terwujudnya iklim
penanaman modal yang kondusif dengan pemberian
kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum
bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di

Kabupaten Kepulauan Sangihe;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menectapkan
Peraturan Daerah lentang Penanaman Modal i
Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 lentang
Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara
Tidak Sah di Dalam Republik Indonesia dan Republik
Philipina (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1489);

Undang-Undang Nomor 229 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822) sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten chmﬁuan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomaor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulavan Siau
Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor it
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4691);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2374);

Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4839);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tlentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor &4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3608);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor AB51);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar MNegeri (Lembaran Negara Pepublik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3BB2);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tenlang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4728);
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomaor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 teniang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  Pulau-pulau  Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perscroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tenlang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan alas
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4753);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi dan Transaksi Elektronik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
61, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4846);
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Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilavah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 177, Tambahan Lembaran MNegara Republk

Indonesia Nomor 4925);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2009 lentang

Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055}

Undang-Undang Nomeor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
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Undang-Undang Nomor 39 Tabun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5066);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
154, Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 507 3);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2011 tentang
Kemmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentiang
Pemerintahan Daerah (Lembaren Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587,

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 lentang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3718);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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Peraturan Pemerintah Nomol 58 Tahun 20053 ientanyg

Pengelolaan  Keuangan Daerah  [Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2005 Nowmor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

= Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 lenlang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minima [Lembaran Negara Republik  Indonesia Tanur
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomaor 4385};

Peraturan Pemecrintah  Nomor 6 Tahun 2006 lenlang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara  Republik indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

46505},

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 lentang

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Dacrah-Daerab
Tertentu [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 01, Tambahan Lemnbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4675 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Noor 62 Tahun 2008 (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4892);

Peraturan Pemerintaii  Nomor 38 Tahun 2007 lenlang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemneriniahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten/Kota (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2007 Numor 82, Tambahan Lembaran Negard

Republik Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah  Nomor 50 Tabun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 ientang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4861]);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik litdonesia Nomor 4987);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Megara Repubiik Indonesia Nomor
5186);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5285);
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Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi
Kabupalen Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Ulara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia

Nomor 5557);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria
dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Momor 86 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun
2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2012 Nomor
210);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal,

50.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang

2l.

Rencana Umum Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar
Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Maodal
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
93);
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Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang,;

Keputusan Presiden MNomor 90 Tahun 2000 tentang
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Penggunaan tenaga

Kerja Warga Negara Asing;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
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S8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034
(Lembaran Daerah Kabuparen Kepulauan Sangihe Tahun
2014 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
B

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan S8angihe.

Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurutl asas
otoniomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonoini seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah vang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik
oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk
melakukan usaha di wilavah negara Republik Indonesia.

Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan
Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan
Penanam Modal Asing;

Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia vang dilakukan
oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam
Negerl.

Penanaman Modal Asing, adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia vang dilakukan
oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam
negeri.

Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil
oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing
Penanaman Modal, meningkatkan penanaman modal di daerah,
meningkatkan kemitraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan
meningkatkan lapangan kerja.

Pelavanan Terpadu Satu Pintu, vang selanjutnya disingkat PTSP, adalah
kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau
instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang
proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan
tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Perijinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman
Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah  daersh vang memiliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Non perijinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal
dan non fiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



























































































































